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Gambaran Umum Substansi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Arah Kebijakan Pengaturan Revisi PP 5/2021 Pengaturan dalam PP 28/2025 

Kepastian Penerbitan Perizinan Berusaha menekankan 

pentingnya kepastian bagi pelaku usaha. Hal ini 

diwujudkan melalui:

1. Penerbitan perizinan yang harus memiliki Service 

Level Agreement (SLA) yang jelas.

2. Pengaturan jangka waktu perbaikan yang pasti bagi 

pelaku usaha.

3. Proses pemeriksaan, penilaian, dan verifikasi yang 

terstruktur terhadap:

• kelengkapan dokumen (oleh sistem);

• kebenaran dokumen; dan

• aspek teknis/substansi

Simplifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha: Arah 

kebijakan kedua adalah menyederhanakan alur dan 

proses penerbitan izin, sehingga lebih efisien dan tidak 

berbelit-belit bagi para pelaku usaha.

Pengaturan Khusus Mengenai Perizinan Berusaha 

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU): 

memberikan perhatian khusus dan pengaturan yang 

lebih rinci terkait perizinan yang bersifat menunjang 

kegiatan usaha utama.

Terdiri dari 14 Bab, dengan perubahan signifikan sebagai 

berikut:

1. Penambahan 2 Bab Baru, yaitu bab mengenai 

Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Untuk 

Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

2. Reformasi pada Persyaratan Dasar.

3. Penyederhanaan Bab mengenai Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta penyesuaian nama 

sektor usaha agar selaras dengan Undang-Undang Cipta 

Kerja (UUCK).

4. Perbaikan dan pelengkapan norma yang ada.

Perbaikan Lampiran: Kesepakatan juga mencakup perbaikan 

substansial pada Lampiran I hingga Lampiran IV dari peraturan 

sebelumnya untuk memberikan kejelasan yang lebih baik.

Status Regulasi: Atas penerbitan PP 28/2025 pada 05 Juni 

2025 secara resmi menggantikan dan mencabut 

keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
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Sekilas Substansi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

• KKPR
• Persetujuan Lingkungan
• PBG-SLF

Layanan Sistem OSS

Pengaturan 6 subsistem di OSS 
(pelayanan informasi, persyaratan 
dasar, PB, fasilitas, kemitraan dan 
pengawasan)

Sanksi
Mekanisme sanksi adm umum, 
mengacu pada UU Cipta Kerja 
dan sanksi 22 sektor 
Penyelenggaran PBBR

Ruang Lingkup 

Pengaturan PP 

28/2025 Pengganti 

PP 5/2021



Poin Perubahan dalam PP No. 28 Tahun 2025
Ketentuan Umum Perizinan Berusaha (PB) dan PB UMKU

PB

1. Menyempurnakan penuangan metode analisis

risiko PB, tanpa mengubah substansi yang telah

diimplementasi

2. Menegaskan bahwa Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBLI) merupakan acuan

pengaturan ruang lingkup usaha dalam analisis

risiko perizinan berusaha

3. Menegaskan bahwa Pengidentifikasian skala

usaha dilakukan berdasarkan peraturan

perundang undangan di bidang kemudahan,

pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan

UMK-M

4. Menyinkronkan pengaturan tentang penilaian

Tingkat Risiko dengan Lampiran III

5. Menegaskan bahwa untuk tingkat risiko

Menengah Rendah, pemenuhan standar 

diperiksa saat pengawasan

PB UMKU

1. Penegasan bahwa PB UMKU hanya diberikan

pada saat pelaksanaan tahap operasional

dan/atau komersial kegiatan usaha

2. Memperjelas alur penerbitan PB UMKU melewati

OSS melalui Lembaga penerbit PB UMKU

sesuai kewenangan masing-masing

PB UMKU tidak termasuk3. Penetapan 

perizinan 

kegiatan 

ketentuan

bahwa 

dalam 

ekspor, 

larangan

rangka penyelenggaraan

impor, dan pemenuhan

atau pembatasan barang

ekspor dan impor serta neraca komoditas. 

Perizinan tersebut dilakukan melakukan INSW

4. Kriteria PB UMKU:

a) Peredaran Produk

b) Kelayakan Operasi

c) Standardisasiproduk/jasa;dan/atau

d) Kelancaran kegiatan usaha



Poin Perubahan dalam PP No. 28 Tahun 2025
Ketentuan Umum

Pasal 4 ayat (1-5)

Menegaskan bahwa PB diperoleh

setelah pemenuhan PD selain yang

dikecualikan, sedangkan PB UMKU

untuk melengkapi PB apabila

diperlukan untuk menunjang

kegiatan usaha. PD, PB, PBUMKU

diterbitkan melalui Sistem OSS.

Pasal 5 ayat (1-2, 10-11)

Mengembalikan penamaan sektor 

UMKUpengampu PB 

sebagaimana UU

dan PB

Cipta Kerja (15

Sektor Perizinan Berusaha), dan

7 sektor lainnya. Masa 

PB adalah sepanjang

menambah 

berlaku 

melakukan kegiatan usaha, selain

yang dikecualikan.

10. kesehatan, obat, dan makanan;

11. pendidikan dan kebudayaan;

12. pariwisata;

13. keagamaan;

14. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; 

dan

15. pertahanan dan keamanan.

15 Sektor Utama

1. kelautan dan perikanan;

2. pertanian;

3. kehutanan;

4. energi dan sumber daya mineral;

5. ketenaganukliran;

6. perindustrian;

7. perdagangan dan metrologi legal;

8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

9. transportasi;

7 Sektor Lainnya

1. ekonomi kreatif;

2. informasi geospasial;

3. ketenagakerjaan;

4. perkoperasian;

5. penanaman modal;
sistem dan transaksi6. penyelenggaraan 

elektronik; dan

7. lingkungan hidup.

Pasal 12 ayat (2)

Menegaskan bahwa penerbitan

Persyaratan Dasar dilaksanakan sesuai

dengan lokasi kegiatan usaha

berdasarkan kewenangan K/L/D, untuk

menghindari kerancuan dengan

kewenangan PBBRnya.



Poin Perubahan dalam PP No. 28 Tahun 2025
Ketentuan Peralihan

Pasal 549

Ketentuan PBBR dalam PP Penganti 
dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang PD, 
PB, dan PB UMKUnya telah terbit, 
terverifikasi, atau telah disetujui dan 
masih berlaku sebelum PP ini berlaku, 
kecuali ketentuan dalam PP ini lebih 
menguntungkan

Pasal 549

Persyaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMKU yang memiliki nomenklatur
berbeda sebelum Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku harus
dibaca dan dimaknai sesuai dengan
nomenklatur yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini 

Pasal 123

Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan
Gedung yang telah berdiri namun belum
memiliki izin mendirikan bangunan/PBG,
harus memperoleh SLF pada saat
mengajukan atau memperpanjang
permohonan PB dan/atau PB UMKU
melalui Sistem OSS

SS belum Terverifikasi

PD, PB, dan PB UMKU

Yang telah memperoleh

Risiko MT Risiko T

PBUMKU belum efektif

Izin belum Terverifikasi

PBUMKU belum efektif

dan/atau dan/atau
Yang Dalam Proses

Sampai dengan Sistem OSS telah disesuaikan dengan PP Pengganti

Maka Permohonan tetap diproses berdasarkan PP 5/2021

1        

2 3 4 Pasal 123

Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan 
Gedung yang telah berdiri dan telah 
memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, 
harus memperoleh SLF pada saat 
mengajukan atau memperpanjang 
permohonan PB dan/atau PB UMKU 
melalui Sistem OSS 

5

Pasal 547



Substansi PP No. 28 Tahun 2025
Klasifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal



Subsistem dari Sistem OSS Eksisting

Pelaku usaha

SUBSISTEM PELAYANAN

INFORMASI

Informasi umum 
perizinan

Regulasi dan 
peraturan

Panduan

FAQ

WhatsApp for 
Business

Informasi tata 
ruang

VALIDASI

NIK-Dukcapil

Paspor-Imigrasi

NPWP-DJP

KKPR Laut-KKP

KKPR Darat-
ATR/BPN

Kawasan Hutan-
KLHK

Akta-AHU

SUBSISTEM 
PENGAWASAN

Pengawasan rutin

Pengawasan insidental

Jadwal pengawasan
tahunan

Surat tugas

Profil pelaku usaha

Pengenaan sanksi

SMART ENGINE

Profil pelaku
usaha

Persyaratan

dasar

SS/Izin KBLI

Durasi/SLA BUPM
Kewenangan 

verifikasi SS/Izin Skala usaha

Investasi
Kriteria 

lainnya

Hasil
pengawasan/BAP

KELUARAN

Rendah: NIB

Menengah 
Rendah:

NIB + SSU
SSP

Menengah

Tinggi: 

NIB + SSU
SSP

Tinggi: NIB
+ Izin SSU
dan/atau

SSP

Matriks risiko berdasarkan
KBLI/kegiatan usaha:
• Penilaian risiko oleh K/L sektor
• Luas lahan
• Luas/jumlah tingkat bangunan
• Kriteria lainnya

Parameter risiko Penilaian risiko

RISK MANAGEMENT ENGINE

FASILITAS 

PENANAMAN 

MODAL

SUBSISTEM PERIZINAN 
BERUSAHA

K/L/D

Input/evaluasi/

penilaian

Notifikasi



Pengguna Sistem OSS

Pelaku Usaha
Kementerian/ 

Lembaga
Pemerintah 

Daerah
Administrator 

KEK
BP KPBPB

Otorita 
Ibu Kota 

Nusantara

Sistem OSS wajib digunakan oleh:

UMK

Non UMK

18 
Kementerian/ 

Lembaga
38 Provinsi

416 Kabupaten

98 Kota

25 KEK 5 KPBPB
9 Wilayah 

Perencanaan

Pemohon Perizinan Berusaha Penerbit Perizinan Berusaha dan Pelaksana Pengawasan



Klasifikasi Pelaku Usaha di Sistem OSS

UMK

Non UMK

Perseorangan

Badan Usaha

Perseorangan

Badan Usaha - Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
- Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga 

Listrik Asing (KPJPTLA)
- Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan 

Asing (KP3A)
- KP3A di Bidang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (KP3A PMSE)
- Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

- Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri
- Penyelenggara Sistem Elektronik Asing (PSE 

Asing)
- Pedagang Berjangka Asing
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)

- Perseroan Terbatas (PT)
- Persekutuan Komanditer (CV)
- Persekutuan Firma
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
- Yayasan
- Perusahaan Umum (Perum)
- Persyarikatan atau Persekutuan
- Badan Layanan Umum (BLU)
- Lembaga Penyiaran
- BUMDES/BUMDESMA

Pelaku 
Usaha

Kantor Perwakilan *

Badan Usaha 
Luar Negeri*

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, 
badan usaha, kantor perwakilan, dan badan 
usaha luar negeri yang melakukan kegiatan 

usaha dan/atau kegiatan pada bidang 
tertentu. 

(PerBKPM No. 4 Tahun 2021)

Mikro Kecil Menengah Besar

Maks. 
Rp1 miliar

Lebih dari 
Rp1 miliar 

s.d. 
Rp 5 miliar

Lebih dari
Rp 5 miliar

s.d.
Rp10 miliar

Lebih dari 
Rp10 miliar

*Usaha dengan skala UMKM hanya bisa dijalankan oleh PMDN, sedangkan 
usaha dengan skala Besar bisa dijalankan oleh PMDN dan PMA

Non UMKUMK



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Persyaratan Dasar 
Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK Setelah UU CK

Izin Lokasi

Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang

(KKPR)

Izin Lingkungan Persetujuan Lingkungan

Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan 

Sertifikat Laik Fungsi 

(SLF)

Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG) dan SLF

Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko sesuai Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI)

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI
yang tercantum dalam PP 28/2025.

- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas 
PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari 
PP 28/2025.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 
Kegiatan Usaha (UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L

dan sudah terdapat kesepakatan:

a. apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir 
dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan 
integrasi sistem, namun

b. apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas 
segera ditanam dalam sistem OSS.

*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban
yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS

Pasal 6 UU Cipta Kerja:
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
meliputi:
a. penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:
• Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan

tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

• Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan 
menjadi:
a. kegiatan usaha berisiko rendah;
b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
c. kegiatan usaha berisiko tinggi.



Mapping Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko

Skala 
Usaha

Tingkat
 Risiko

KKPR Darat Persetujuan Lingkungan PBG dan SLF Perizinan Berusaha

UMK Rendah (R) Pernyataan Mandiri SPPL Jika diperlukan NIB

UMK
Menengah 

Rendah (MR)
Pernyataan Mandiri SPPL + PKPLH Otomatis Jika diperlukan NIB + Sertifikat Standar

UMK
Menengah 
Tinggi (MT)

Pernyataan Mandiri
SPPL + Sesuai parameter 

Permen LHK 4/2021*
Jika diperlukan

NIB + Sertifikat Standar 
Terverifikasi

UMK Tinggi (T) Pernyataan Mandiri
SPPL + Sesuai parameter 

Permen LHK 4/2021*
Jika diperlukan NIB + Izin

Non UMK Rendah (R)
Konfirmasi KKPR/
Persetujuan KKPR

SPPL Jika diperlukan NIB

Non UMK
Menengah 

Rendah (MR)
Konfirmasi KKPR/
Persetujuan KKPR

SPPL + PKPLH Otomatis Jika diperlukan NIB + Sertifikat Standar

Non UMK
Menengah 
Tinggi (MT)

Konfirmasi KKPR/
Persetujuan KKPR

SPPL + Sesuai parameter 
Permen LHK 4/2021*

Jika diperlukan
NIB + Sertifikat Standar 

Terverifikasi

Non UMK Tinggi (T)
Konfirmasi KKPR/
Persetujuan KKPR

SPPL + Sesuai parameter 
Permen LHK 4/2021*

Jika diperlukan NIB + Izin

*Sesuai hasil penapisan parameter Permen LHK 4/2021 akan teridentifikasi dokumen lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha, apakah cukup SPPL, atau Pelaku Usaha 

wajib menyusun Amdal atau UKL/UPL, untuk dilakukan verifikasi oleh KemenKLHK/Dinas LH (sesuai kewenangan), dalam rangka penerbitan SKKL atau PKPLH.



Proses Bisnis  di Sistem OSS untuk Pemrosesan PB

Pendaftaran 
Akun OSS

Pelaku 
Usaha Pemilihan 

Bidang 
Usaha dan 
Pengisian 

Data Usaha

Risiko Rendah (R)

Risiko Menengah 
Rendah (MR)

Risiko Menengah 
Tinggi (MT)

Risiko Tinggi (T)

Pemenuha
n 

Persyarata
n Dasar

(KKPR, PL, 
PBG dan 

SLF)*

K/L/D

Verifikasi 
Persyaratan

Dasar

Verifikasi 
Persyaratan

Izin/SS

NIB

NIB + SS 

Sesuai KBLI 
2020

Validasi 
Tingkat 

Risiko

NIB

NIB

Pemenuhan 
Persyaratan 

Sektoral

SS 
Terverifikasi

Izin

* Berdasarkan PP28/2025
- Usaha Mikro dan Risiko Usaha Rendah KKPR atas lokasi usaha diterbitkan berupa pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha.
- Pasal 143 KKPR dikecualikan untuk PB dalam tahap survei dan tahap eksplorasi subsektor EBTKE, serta tahap kegiatan eksplorasi pada subsektor mineral dan batubara. 



Proses Bisnis  di Sistem OSS untuk Pemrosesan PB UMKU

Sistem K/L

Sistem OSS RBA

NIB Terbit (baik Izin

terverifikasi ataupun

belum terverifikasi)

Menu UMKU yang 

berisi daftar seluruh 

UMKU

User dapat melakukan 

pencarian

berdasarkan Judul 

UMKU

Pilih UMKU yang

akan diajukan

Pemenuhan 

Persyaratan UMKU di 

sistem K/L

Pelaku Usaha

Integrasi

PIA 4.3.1

Hak Akses

Masuk ke halaman 

pemenuhan 

persyaratan UMKU

Verfiikasi oleh K/L 

terkait UMKU yang 

diajukan

Pemrosesan 

standar/persyaratan 

UMKU oleh tim teknis 

internal K/L

SSO/ User

Sync

UMKU diterbitkan

oleh OSS sesuai SLA

Merge

Produk

Data/Mapping 

UMKU Hak Akses 

vs Integrasi

Integrasi

Upload UMKU apabila

sebagai syarat PB

Verfiikasi oleh K/L 

terkait PB yang 

diajukan

Izin atau SS

terverifikasi diterbitkan

PB UMKU

Izin/SS



PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa
Kewenangan Pemerintah Daerah mengacu ke Lampiran II PP No. 28 Tahun 2025

No. PB-UMKU Kode KBLI
Terkait

Kewenangan Masa Berlaku Keterangan

1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima 
Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Seluruh KBLI Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Selama Pelaku Usaha 
menjalankan kegiatan usaha

Hak Akses
sistem OSS

2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima 
Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri

Seluruh KBLI Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Selama Pelaku Usaha 
menjalankan kegiatan usaha

Hak Akses
sistem OSS

3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima 
Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam 
Negeri

Seluruh KBLI Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Selama Pelaku Usaha 
menjalankan kegiatan usaha

Hak Akses
sistem OSS



Mekanisme Pengajuan PB-UMKU 
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)



Mekanisme Pengajuan PB-UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Hak Akses Pelaku 
Usaha)

1. Melakukan Login ke Sistem OSS

2. Memilih menu : PB-UMKU, lalu memilih : PERMOHONAN BARU



2

3. Memilih salah satu NKU pada Daftar Usaha sebagai referensi pengajuan PB-UMKU, lalu klik : Proses Perizinan Berusaha UMKU

########
#### ### ## #####

Dilanjutkan klik :
Ajukan Perizinan
Berusaha UMKU

####################
#########################



4. Memilih PB UMKU STPW



5. Menentukan apakah PB UMKU membutuhkan Persyaratan Dasar



7. Menentukan Deskripsi Kegiatan Usaha (Kab./Kota) dan Checklist Keabsahan Data Kegiatan Usaha



7. Mengisi Pemenuhan Persyaratan PB UMKU STPW



7. Pelaku Usaha bisa melacak progres permohonannya melalui Menu PB UMKU atau Menu Pelacakan



Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh 
Pemerintah Daerah



Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (OPD Teknis)

1. Melakukan Login ke Sistem OSS

2. Memilih menu : Pemrosesan Perizinan, lalu memilih : Verifikasi Pemenuhan Persyaratan



3. Memilih permohonan untuk Diverifikasi

Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (OPD Teknis)



4. Akan masuk ke laman Verifikasi, Verifikator bisa melihat Data Pelaku Usaha, Data Usaha, Data UMKU, dan 
Standar Usaha/Persyaratan

Klik Tab Standar Usaha/Persyaratan untuk memverifikasi Dokumen Unggahan Pelaku Usaha

Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (OPD Teknis)



5. Proses verifikasi dokumen

Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (OPD Teknis)



5. Mengisi dokumen lampiran teknis dan melanjutkan permohonan ke Unit Perizinan DPMPTSP

Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (OPD Teknis)



1. Login dan pilih menu Pemrosesan Perizinan – Persetujuan Permohonan

Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (Unit Perizinan DPMPTSP)



2. Pilih permohonan yang ingin dilakukan Persetujuan

Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (Unit Perizinan DPMPTSP)



2. Proses Persetujuan

Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (Unit Perizinan DPMPTSP)



1. Login dan pilih menu Pemrosesan Perizinan – Persetujuan Permohonan

Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (Pengelola Hak Akses/Kepala DPMPTSP)



2. Pilih permohonan yang ingin dilakukan Persetujuan dalam rangka Penerbitan

Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses 
Pemerintah Daerah (Pengelola Hak Akses/Kepala DPMPTSP)



3. Proses Persetujuan dalam rangka Penerbitan
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4. PB UMKU STPW Terbit, cek melalui menu Pemrosesan Perizinan – Penerbitan Perizinan Berusaha
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1. Cek PB UMKU Terbit
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1. Cetakan PB UMKU Terbit
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1 32 4 5 6 7

● Pendaftaran konsultasi tatap muka dilakukan melalui akun OSS pelaku usaha pada situs oss.go.id. Jika konsultasi tidak
dilakukan langsung oleh pemilik akun/penanggung jawab perusahaan pada sistem OSS, maka perlu membawa surat kuasa
dari pemilik akun/penanggung jawab pada sistem OSS +fotocopy KTP pemberi kuasa dan user ID +password akun OSS pelaku
usaha.

Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Pada Layanan OSS
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